
BUPATI TULUITGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAfl BUPATI TULUtrGAGUIG

IVOMOR 30 TAIIUN 2OI4

TEITTANC

PERUBAIIAIT KSHGA ATAS PERATURA.IT BUPATI TI'LUIYGAGT'NG NOilIOR

37 TAHUN 2013 TENTANG *ENJABARAI{ AltcGiARAIy PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUI{ AITGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TT'HAIT YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BT'PATI TT'LUIIGAGUITG,

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2Ol4 pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik pemerintah Daerah
maka perlu diadakan perubahan Ketiga atas peratural Bupati
T[lungagung Nomor 3T Tahun 2Ol3 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga ran 2Ol4
yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa
Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2230);
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3. undang-undang Nomor 2g Tahun lggg rentang
Penyelenggaraa.n Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3g5l);

4. undang-Undang Nomor rr Tahun 2oos tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

5. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

A Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

7. undang-Undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem
Pirencanaari pembangunari Nasional (r,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor ro4, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4a2r);

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2o0g
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
126, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa384;

8.

9.
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4059);

ll.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 2g, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah
Nomor 21 Tahun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 42, Ta:;.rrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20OS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor l7l, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagarmana telah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
1lO, Tambahan kmbaran Nega.ra Republik lndonesia Nomor
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16. Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 2O0S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45Zg);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan
Minimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedomal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6ral;

2O. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OOZ tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi Dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor g9, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada partai politik (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor lg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49221;

23. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak
Daerah (I*mbaran Negara Republik Indonesra Tahun 2o1o
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Nomor 119, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol1 tentang
Pinjaman Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20l l Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran l\legara Republik Indonesia Tahun 2OI2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27. Peraturafl presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama
Milik pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2}ll;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : g4 /pMK.OT /2OOg
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil Tembakau
dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau sebegaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2O /pMK.OZ /2OO9;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2lll
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Tahun 2OL3
tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:
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32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor g/pMK.OZ /2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2014;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6l/pMK.O7 /2OL4 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Ttrnjangan profesi Guru pegawai

Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah provinsi, Kabupaten, dan
Kota Tahun Anggaran 2014;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun
2006 tentang Sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2006 Nomor O7 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
20O7 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
{lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007
Nomor 03 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Iembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung
Tahun 2008 Nomor 0l Seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2010 tentang pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Tiiliiridagung Talirif 2OlO Noriior. 01 Siri B) sibd.gairnana
telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
Thlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor Ol Seri B);

38. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5 Tahun
2Ol1 tentang pembentukan dan penyelenggaraan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung
(Iembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2O11
Nomor 0l Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2O11 tentarig Orgarlisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah
(Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol1
Nomor O2 Seri D);
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi pamong

Praja (Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011
Nomor O3 Seri D);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun
2Ol2 tenlang Retribusi Tempat pelelangan Ikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 0l Seri
c);

42. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
(lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
Nomor 03 Seri C);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012
Nomor 05 Seri C);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun
2Ol2 tentang Penyusunan produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 11 Seri
E);

45. Peraturan Daeratr Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2013 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
T€ihuii Anggat'€tri 2Ol4 (I,€mtj€i.fan Daerah K€ibuoaten
Tulungagung Tahun 2013 Nomor O3 Seri A);

46. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2OI4 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa
kali; terakhir deOgan Peraturgn BUpeti Tulungagu4g Nomsr
16 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 16);
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\



d

MEMUTUSKATT:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 37 TAHUN 2OI3
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati r\rlungagung Nomor 37 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran
2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah beberapa kari, terakhir dengan peraturan Bupati r[rungagung Nomor
16 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2o14 Nomor 16)
diubah sebagai berikut:

1' Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. pendapatan Rp 195.838.226.926,50
Asli Daerah

b. Dana Rp t.2t3.ZZI.OBt.Tgl.OO
perimbangan

c. tain-lain Rp 505.000.666.572.OO
pendapatan
Daerah yang
Sah

Jumlah Pendapatan Rp 1.914.609.975.289,so

2. BelanJa

a. Belanja Tidak Langsung

r) Belanja Rp 1.196.102.611.911,50
pegawai

2) Betanja Bunga Rp SSO.O0O.OO0,OO

3) Belanja Rp O,O0
Subsidi

4) Belanja Hibah Rp T8.2Zt.8gg.|OO,OO

5) Belanja Rp 1.O04.OOO.0O0,OO
Bantuan
Sosial

t/
\



I

6l

7)

8)

Belanja Bagi Rp
Hasil

Belanja Rp
Bantuan
Keuangan

Belanja Tidak Rp
Terduga

9.281.O74.O00,00

67 .426.588.468.OO

3.500.000.000,00

.Iumlah BetranJa Tldak Langsung ............... Rp 1.356.136.173.479,5O
b. Belanja la.ngsung

1) Belanja Rp
Pegawai

2) Belanja Rp
Barang dan
Jasa

3) Belanja Modal Rp 209.145.815.860.00

Jumlah BelanJa Langsung

Jumlah BelanJa........

Surplus/(Deftsf tl ..............

s8.707.815.s00,00

331.992.920.550,00

Pemblayaan

a. Penerimaan Rp

b. Pengeluaran Rp

47.144.750.1o0,00

5.772.000.000.00

Rp 599.846.551.91O,OO

t.96s.982.725.38t50

l4t.372.750.1OO,OOl

Rp 4l.g72.75O.1OO,OO

0,00

Rp

Rp

?

Jumlah Pemblayaan Netto...........

li"l Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
berkena€rn (SiLPA) Rp

2.

3.

Ringkasan Perubahan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam ra.mpiran I peraturan
Bupati ini.

Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada angka l dirinci lebih lanjut dalam r.ampiran II peraturan Bupati
ini.

lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan Perubahan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belaaja Daerah
dituangkan lebih lanjut daram Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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